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ABSTRAK 

Perencanaan Pengembangan Kawasan kopi penting menjadi perhatian karena menjadi 

dasar sebuah proses pengembangan kawasan dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan. 

Pengembangan kawasan termasuk juga pengembangan kawasan kopi dilakukan untuk 

mencapai tujuan sebagaimana tertuang pada rencana pengembangan kawasan kopi (Action 

Plan). Perencanaan Pengembangan kawasan kopi disusun berdasarkan penggalian kebutuhan 

dan permasalahan serta potensi yang ada  berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Penelitian 

ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan 

pemberdayaan masyarakat pada perencanaan pengembangan kawasan kopi pada 2 kawasan 

yang menjadi lokasi untuk pengembangan kawasan kopi di Provinsi Bengkulu yaitu di 

wilayah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Pada penelitian ini Metode 

yang digunakan mixed methods research Alat analisa yang digunakan analisa Kualitatif 

Deskriptif dan analisa menggunakan SEM PLS. Data di ambil dari petani dan informan. 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian diketahui hasil bahwa faktor faktor yang 

berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat pada perencanaan pengembangan kawasan 

kopi adalah akses informasi, Partisipatif dan kelembagaan lokal, di mana pengaruh masing 

masing faktor yaitu, untuk akses informasi sebesar 36,81%. untuk partisipatif sebesar 52,42 

%  dan faktor kelembangaan lokal sebesar 37,46 %. 

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pembangunan berkelanjutan, Perencanaan, Kopi 

 

ABSTRACT 

Coffee area development planning is important to pay attention to because it is the basis for 

an area development process carried out for sustainable development. Regional development, 

including the development of coffee areas, is carried out to achieve the goals as stated in the 

coffee area development plan (Action Plan). Coffee area development planning is prepared 

based on exploring needs, problems and existing potential based on community 

empowerment. This research aims to determine the factors related to community 

empowerment in coffee area development planning in 2 areas that are locations for coffee 

area development in Bengkulu Province, namely in the Kepahiang Regency and Rejang 

Lebong Regency. In this research, the method used is mixed methods research. The analytical 

tools used are descriptive qualitative analysis and analysis using SEM PLS. Data was taken 

from farmers and informants. Based on the results of research data analysis, it is known that 

the factors related to community empowerment in coffee area development planning are 

access to information, participation and local institutions, where the influence of each factor 

is 36.81% for access to information. for participatory it was 52.42% and the local 

institutional factor was 37.46%. 
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Pendahuluan  

Kegiatan pembangunan secara 

umum mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan manusia. 

Secara filosofi bisa juga diartikan bahwa 

pembangunan proses perubahan terus 

menerus dalam upaya memenuhi kebutuhan 

kebutuhan manusia. Tujuan dari 

pembangunan merupakan upaya untuk 

menciptaan percepatan pertumbuhan, 

pemerataan serta keberlanjutan (Suharyanto 

& Sofianto, 2012) dan dalam rangka 

terwujudnya permbangunan manusia secara 

keseluruhan serta menentukan masa depan 

masing masing maka penting masyarakat 

untuk berpartisipasi pada  setiap proses 

kegiatan terutama pada saat penentuan 

kesepakatan keputusan yang dapat 

berpengaruh pada kehidupan (Noer, 2004). 

Anwar, (1999) dan Rustiadi. et al(2009) 

juga berpendapat bahwa proses perubahan 

baik itu secara incremental ataupun secara 

paradigma sebaiknya menuju kepada tujuan 

pembangunan wilayah untuk pemerataan 

(equity) yang akan mendukung 

pertumbuhan ekonomi (efficiency) serta 

secara terus menerus (sustainability) 

dengan harapan tidak terjadi ketimpangan 

di antara wilayah satu dengan wilayah 

kelompk lainnya terutama daru sisi 

pendapatan. 

Kegiatan pembangunan dengan 

pendekatan kawasan dilakukan dalam 

pengembangan kawasan pertanian untuk 

mendukung adanya swasembada pangan, 

dan secara regulasi pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian 

dengan Nomor 

56/Permentan/RC.040/11/2016 yang 

mengatur Pedoman Pengembangan 

Kawasan Pertanian yang kemudian 

diperbaharui menjadi Nomor 

18/Permentan/RC.040/4/2018 mengenai 

Pedoman Pengembangan Kawasan 

Pertanian Berbasis Korporasi Petani. 

Sebagai upaya memastikan bahwa 

semua orang, baik sekarang dan generasi 

yang akan datang mempunyai kualitas 

hidup yang lebih baik maka penting adanya 

pembangunan berkelanjutan (Taylor, 

2003). Untuk tercapainya pembangunan, 

yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan 

maka perlu perencanaan yang baik. 

Perencanaan disusun berdasarkan hasil 

identifikasi potensi dan hambatan 

(Budianta, 2010). Perencanaan yang tepat 

penting karena akan mengarahkan kepada 

tujuan yang ingin dicapai yang hasil 

akhirnya diharapkan akan menimbulkan 

dampak positif bagi daerah (Simamora & 

Supriadi, 2013). Hal lain yang menjadi 

perhatian adalah bagaimana membuat 

strategi agar tujuan yang direncanakan 

tercapai (Barambae, Elviseni Y, 2019) 

Perencanaan pengembangan 

kawasan pertanian penting disusun secara 

tepat sesuai dengan potensi dan keunggulan 

yang dimiliki, Perencanaan sendiri 

merupakan upaya dalam rangka 

menentukan, mengarahkan dan 

mengkaitkan fakta fakta yang ada dengan 

cara membangun asumsi asumsi perkiraan 

masa yang akan datang kemudian 

merumuskan serta menggambarkan 

kegiatan apa saja yang diperlukan dalam 

rangka mewujudkan tujuan (Riyadi., & 

Bratakusumah, 2004). Perencanaan juga 

disusun sebagai bahan membuat kebijakan 

pembangunan (Simamora & Supriadi, 

2013). Sementara itu Perencanaan wilayah 

dapat diartikan sebagai perencanaan untuk 

penggunaan ruang wilayah dan aktivitas 

apa saja yang bisa dilakukan pada ruang 

wilayah tersebut  (Tarigan, 2006).  

Pada pembangunan wilayah sangat 

penting adanya suatu rencana yang tepat 

yang dapat memberi petunjuk kegiatan 

pembangunan menuju tujuan yang ingin 

dicapai agar mampu memberikan manfaat 

positif. Sementara itu kondisi yang terjadi 

berdasarkan Murtiningrum & Oktoyoki, 

(2019) pada proses perencanaan penting 

untuk mengikutsertakan secara aktif 

masyarakat yang merupakan bagian dari 

perencanaan. Pelibatan secara aktif 

masyarakat pada proses perencanaan dapat
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terjadi apabila kondisi masyarakat berdaya. 

Kondisi yang ada saat ini pada program 

program kegiatan pengembangan wilayah 

pada sektor agribisnis yang telah dilakukan 

pemerintah memperlihatkan hasil belum 

sepenuhnya membuat petani lebih berdaya. 

Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya 

pelibatan masyarakat pada perencanaan 

kegiatan sampai dengan proses realisasi 

program pengembangan (Syafa’at. et al, 

2016). Persoalan kegiatan pembangunan 

yang belum mengikutsertakan atau 

mengajak masyarakat sebagai sumber daya 

lokal desa dan sumber daya manusia 

merupakan salah satu persoalan pada 

proses perencanaan yang menjadikan 

perecanaan pembangunan yang belum 

terakomodir semua usulan masyarakat 

(Ahmad Sururi & Rahmi Mulyasih, 2017). 

Pendekatan Pemberdayaan telah di 

gaung gaungkan didalam pelaksanaan 

pembangunan masyarakat mensyaratkan 

bahwa masyarakat komunitas lokal, 

terutama masyarakat marginal yang selama 

bertahun tahun berposisi sebagai objek 

pembangunan yang keterlibatannya sebatas 

pelaksanaan pembangunan dari sebuah 

program yang telah diputuskan dan 

ditetapkan pemerintah mengalami 

perubahan menjadi subjek yang juga ikut 

serta dalam proses pengambilan keputusan 

dan perencanaan ((Soetomo, 2018).  

Keberdayaan dalam konteks 

masyarakat menurut Wrihatnolo R.R dan 

Dwijoyowiyoto R.N, (2007) merupakan 

kemampuan seseorang yang bersatu dalam 

masyarakat sebagai upaya dalam 

membangun keberdayaan masyarakat 

bersangkutan. Keberdayaan pada 

masyarakat menjadi unsur di masyarakat 

untuk membuat masyarakat mampu 

bertahan (survive) sebagai upaya 

mengembangkan diri untuk mencapai 

kemajuan. Ketika kita lihat dari sisi  proses 

operasionalisasinya menurut Hadi, (2015), 

maka ide pemberdayaan mempunyai 

kecenderungan dua macam. Kedua macam 

kecenderungan ini berupa kecenderungan 

primer sebagai kecenderungan pertama 

yaitu kecenderungan proses yang 

memberikan atau membagi sebagian 

kekuasaan, kekuatan atau kemampuan 

(Power) kepada masyarakat atau individu 

dengan tujuan agar masyarakat menjadi 

lebih berdaya. Untuk mewujudkan ini maka 

upaya yang dilakukan bisa melalui upaya 

membangun asset material agar dapat 

mensuport pembangunan kemandirian 

melalui lembaga organisasi.Kecenderungan 

kedua adalah kecenderung sekunder berupa 

upaya yang dilakukan dengan cara 

memberikan stimulus atau memotivasi dan 

memberi semangat/mendorng agar individu 

individu tersebut mempunyai kemampuan 

atau keberdayaan dalam menentikan sikap 

dan pilihan hidup masing masing. 

Bentuk perwujudkan dari konsep 

pemberdayaan secara umum berlaku dan 

fokus pada tingkatan komunitas atau 

kelompok kelompok kecil masyarakat yang 

merupakan basis dari kehidupan 

masyarakat.Pada tingkat komunitas inilah 

persoalan dan kebutuhan yang paling 

akurat diketahui.Untuk itu penyusunan 

program pembangunan harus sesuai dengan 

kebutuhan dan persoalan masyarakat.  Pada 

proses pembangunan dengan menggunakan 

pendekatan pemberdayaan dalam 

praktiknya tidak jarang pemaksaan konsep 

pemberdayaan menjadi menyimpang “salah 

kaprah” dari yang sesungguhnya. Suntikan 

dan bantuan yang diberikan kepada 

masyarakat seringkali disebut sebagai 

sebuah pemberdayaan terlepas dari 

pendekatan yang digunakan termasuk juga 

bantuan yang tidak mendidik yang 

berorintasi pada pengembangan kapasitas 

sehingga yang ada malah menimbulkan 

ketergantungan. 

Pemberdayaan pada proses ini 

dimaksudkan sebagai sebuah bentuk 

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam 

tahap proses perencanaan. Keterlibatan ini 

diwujudkan dalam bentuk ada dan 

mempunyai peran serta paham dengan 

tujuan dan proses yang dilakukan dalam 

perencanaan. Dengan dasar ini kemudian 

penting untuk diketahui faktor faktor yang 

yang berhubungan dengan pemberdayaan
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masyarakat pada perencanaan 

pengembangan kawasan kopi 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di wilayah 

Kecamatan Kabawetan Kabupaten 

Kepahiang dan Kecamatan Sindang 

Dataran Kabupaten Rejang Lebong yang 

ada di Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi 

dilakukan dengan cara sengaja (Purposive) 

dengan mempertimbangkan bahwa dari 9 

Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu 

2 Kabupaten ini adalah 2 Kabupaten 

penghasil kopi terbesar pertama dan kedua.  

Pada Penelitian ini metode yang 

digunakan mixed methods research dengan 

model concurrent embedded strategy yaitu 

metode campuran berupa penguatan/ 

metode kedua memperkuat metode pertama 

(Creswell, 2009). Responden Penelitian 

adalah petani kopi di Kecamatan 

Kabawetan dan Kecamatan Sindang 

Dataran dan data juga di ambil dari 

informan penelitian yang diambil dengan 

cara purposive dan snowball, yaitu 

ditentukan dengan menyesuaikan pada 

tujuan penelitian dan untuk jumlahnya 

semakin lama makin banyak terarah sesuai 

dengan makin fokus penelitian (Satori 

Djaman & Komariah aan, 2020). Untuk 

sampel petani metode simple random 

sampling yang digunakan dan sebagai alat 

menentukan responden di gunakan tabel 

acak.(Sugiyono, 2017)dengan derajat 

kesalahan 5%. Data penelitian 

dikumpulkan dengan cara melakukan studi 

dokumentasi, wawancara, observasi, dan 

Focus Group Discussion (FGD).     

Analisa kualitatif dan analisa kuantitatif 

dilakukan sebagai berikut; Untuk analisa 

kualitatif dilakukan secara interaktif 

dimana data dan informasi yang didapat 

dideskripsikan berdasarkan fenomena yang 

ditemui dilapangan.Untuk analisa 

kuantitatif menggunakan metode 

pembobotan scala Likert dan Structural 

Quation Modelling (SEM) PLS. 

 

 

 

Tabel 1.Kriteria Evaluasi Model SEM-PLS 
No Kriteria Nilai 

Ambang 

A Model Pengukuran Reflektif  

1. Reliabilitas konsistensi 

internal : CR lebih besar 0,70 

namun untuk meneliti 

eksplorasi 0,60 – 0,70 masih 

dapat diterima 

≥ 0,6 

2. Reliabilitas indikator : 

loading indikator lebih besar 

dari 0,70 namun untuk 

penelitian eksplorasi 0,40 

masih bisa diterima 

≥ 0,4 

3. Validitas konvergen : 

Average Variance Extraced 

(AVE) lebih besar dari 0,50 

≥ 0,5 

4. Validitas diskriminan : 

AVE setiap konstrak lebih 

besar dari korelasi kuadrat 

tertinggi konstrak lainnya 

(Fornell-Larcker Criterion). 

Loading indikator lebih besar 

dari cross loadingnya 

Sesuai 

kriteria. 

B. Model Struktural  

1. R
2
 untuk kontruk variabel 

endogen dengan model 

struktural 0,75 (substansial), 

0,50 (moderat) atau 0,25 

(lemah) 

Sesuai hasil 

2. Koefisien jalur signifikan. 

Nilai kritikal t-statistik untuk 

uji dua sisi adalah 1,65 

(tingkat signifikasi = 10 

persen), 1,96 (taraf 

signifikansi = 5%) dan 2,58 

(tingkat signifikasi = 1 

persen)  

Sesuai hasil 

3. Relevansi prediktif : cross 

validate redudancy dengan 

nilai omission distance (d) 

antara 5-10, nilai Q
2
 lebih 

besar dari 0 

Sesuai hasil 

 

Tahapan evaluasi model PLS harus di 

evaluasi pada setiap tahapan dan prosesnya 

melalui cara evaluasi outer model dan 

evaluasi inner model.  
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Gambar 1. Model Tahap Awal 

 

 Adapun Variabel laten dan Variabel 

Manifest Indikator Pemberdayaan pada 

perencanaan kawasan seperti ditunjukkan 

di Tabel 2. 

Tabel 2. Variabel laten dan Varianel 

Manifest Indikator 

pemberdayaan pada perencanaan 

kawasan. 
No Variabel laten Variabel 

Manifest 

Indikator 

Simbol 

1. Akses 

Informasi 

Jenis Informasi X1a 

Media informasi X1b 

Kemudahan 

mendapatkan 

informasi 

X1c 

Kredibilitas 

Informasi 

X1d 

2. Partisipatif Planning : 

Perencanaan 

X2a 

Organizing : 

Pengorganisasian 

X2b 

Actuating 

:Pelaksanaan 

X2c 

Controling : 

Monitoring dan 

evaluasi 

X2d 

3. Inklusif Terbuka terhadap 

keberagaman 

X3a 

Toleransi X3b 

Kemudahan 

berinteraksi 

X3c 

4. Kapasitas 

Kelembangaan 

Lokal 

Ketersedian 

lembaga lokal 

sebagai wadah 

untuk membuat 

perencanaan 

X4a 

Ketersediaan 

SDM yang 

memiliki 

kemampuan 

X4b 

Pengetahuan X4c 

Sikap X4d 

Keterampilan X4e 

5. Pemberdayaan Ada Kemauan Ya 

Merasa 

mendapatkan 

manfaat 

Yb 

Ingin 

mendapatkan 

informasi 

Yc 

Ada kemampuan Yd 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Pengujian instrument penelitian (Outer 

Model). 

 Uji Validitas digunakan dalam upaya 

untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan 

pertanyaan pada kuisioner yang disusun 

dapat mewakili variabel yang diukur. 

Pengujian ini menggunakan Loading faktor 

dari perhitungan PLS. Indikator yang 

mempunyai nilai loading faktor yang besar 

menunjukkan bahwa indikator tersebut 

mempunyai hubungan yang kuat dengan 

variabel laten sehingga mendukung 

tingginya realibilitas. Berdasarkan running 

data 1 di dapatkan hasil sebagai berikut: 

 
 

Gambar 2. Model Tahap 1 

(PLS_Algorthm).
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 Dari hasil Running data dilakukan drop 

pada indikator indikator yang mempunyai 

nilai if< 0,5 (X1b, X1c, X3b, dan X4a) 

sehingga di dapatkan output model berikut 

ini: 

 
 

Gambar 3. Model Tahap 2 PLS 

 

 

2. Uji Nilai Inner Model dan Struktural 

Model 

Proses uji inner model atau model 

struktural dilakukan dengan cara melihat 

hubungan antara variabel, nilai signifikansi 

dan R-square dari model penelitian. Model 

structuralkemudian dievaluasi dengan cara 

menggunakan R-square untuk variabel 

dependen. 

Tabel 3. R Square 

 

Variabel R Square 

Pemberdayaan(Y) 0.391 

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data 

Diolah) 
 

Tabel 3. diatasmemperlihatkan nilai 

R-square variabel Pemberdayaan 

Masyarakat sebesar 0,391 artinya 

variabilitas Pemberdayaan Masyarakat 

yang dapat dijelaskan oleh variable Akses 

Informasi, Partisipatif, Inklusif, dan 

Kapasitas Kelembangaan Lokal sebesar 

39,1 %. NilaiR-squareyang semakin tinggi 

menunjukkan kemampuan variable 

independen dalam menjelaskan variable 

dependen dan menunjukkan semakin 

baiknya persamaan structural yang ada. Hal 

ini sejalan dengan (Maryani, et al, 

2019)faktor utama yang mempengaruhi 

keberhasilan pemberdayaan adalah, 

dukungan birorkrasi pemerintah lokal 

terhadap pembangunan sosial, tingkat 

pendidikan masyarakat, akses akses 

masyarakat terhadap informasi program 

dan partisipasi masyarakat. 

 

PengujianHipotesis 
Untuk melakukan uji hipotesis 

berpedoman dengan nilai yang ada pada 

analisis structural model, tingkat 

signifikansi path coefficient didapat dari 

nilai-t dan nilai standardized path 

coefficient.Sebagai batas nilai pengujian 

hipotesis ditentukan dengan Nilai-t muatan 

faktornya (factor loadings) yang lebih 

besar dari nilai kritis (≥1.96). 

Tabel 4. Tabel Path Coefficient 

 
 

Berdasarkan Tabel 4 Path 

Coefficient dari hasil penelitian, didapatkan 

hasil bahwa Akses informasi berperan 

positif signifikan dengan nilai t-hitung 

3,413 > 1,96 dengan nilai p-value sebesar 

0,001 < 0,05. Besarnya pengaruh faktor 

akses informasi adalah 18,4% yang 

menunjukkan bahwa akses informasi 

berpengaruh terhadap pemberdayaan 

masyarakat, dimana ketika masyarakat 

menerima atau mendapatkan informasi 

dapat membuat masyarakat kemudian 

mendapatkan pengetahuan untuk 

melakukan proses perencanaan 

pengembangan kawasan sehingga terdapat 

rasa memiliki dan perencanan yang disusun

 

Path Coefficients 
Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

Akses Informasi (X1) -> 
Pemberdayaan (Y) 

0,184 0,184 0,054 3,413 0,001 

Partisipatif (X2) -> 
Pemberdayaan (Y) 

0,334 0,334 0,069 4,810 0,000 

Inklusif (X3) -> 
Pemberdayaan (Y) 

-0,017 -0,013 0,066 0,262 0,794 

Kapasitas Kelembagaan 
Lokal (X4) -> 
Pemberdayaan (Y) 

0,222 0,222 0,066 3,352 0,000 

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 (Data Diolah) 
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merupakan bagian dari kebutuhan 

masyarakat dengan demikian pada proses 

pelaksanaannya dilakukan dengan sepenuh 

hari dengan kesadaran yang menyusun 

program ini adalah mereka sendiri. Untuk 

faktor partisipasi  berpengaruh positif 

signifikan dengan nilai t-hitung 4,810 > 

1,96 dengan nilai p-value sebesar 0,000 < 

0,05. Besarnya pengaruh faktor partisipatif 

pada pemberdayaan masyarakat adalah 

sebesar 33,4 % yang menunjukkan bahwa 

faktor partisipatif berpengarug terhadap 

pembedayaan masyarakat. Semakin tinggi 

tingkat partisipasi masyarakat maka 

pemberdayaan yang ada pada masyarakat 

juga semakin baik.Dari hasil analisa data 

ditemukan untuk faktor inklusif tidak 

berperan positif dengan nilai t-hitung 0,262 

< 1,96 atau dengan nilai p-value sebesar 

0,794 > 0,05. Besarnya pengaruh adalah -

0,013 (-1,3%).  Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan dalam hal 

kesempatan yang diberikan kepada seluruh 

masyarakat untuk terlibat aktif pada proses 

perencanaan pengembangan kawasan 

pertanian kopi. Keberdayaan masyarakat 

lebih karena faktor informasi yang di 

terima, partisipasi masyarakat dan kapasitas 

kelembangaan lokal yang dimiliki yang 

menjadi wadah masyarakat berkumpul dan 

meningkatkan kapasitas diri untuk 

melakukan kegiatan kegiatan dalam upaya 

pemberdayaan. Sementara itu untuk faktor 

kapasitas kelembagaan lokal menujukkan 

hasil berperan positif dengan nilai t-hitung 

3,352 > 0,05. Besarnya pengaruh kapasitas 

kelembagaan lokal terhadap pemberdayaan 

adalah 22,2%. Hal ini menunjukkan 

semakin baiknya kapasitas kelembagaan 

lokal yang ada pada masyarakat maka 

pemberdayaan yang ada pada masyarakat 

semakin baik dalam rangka mendukung 

proses perencanaan pengembangan 

kawasan yang juga semakin baik untuk 

keberhasilan pengembangan kawasan kopi 

ini sendiri.  

 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisa data di 

simpulkan bahwa faktor faktor yang 

berpegaruh terhadap pemberdayaan 

masyarakat pada proses perencanaan 

pengembangan kawasan kopi adalah Faktor 

akses informasi, partisipatif dan 

kelembagaan lokal. Sementara untuk faktor 

inklusif tidak berpengaruh posistif terhadap 

pemberdayaan masyarakat. 
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